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Capaian Pembelajaran CPL Prodi yang dibebankan pada MK
S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
P1 Menguasai teori dan konsep dasar ilmu hukum

KU 1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;

KK8 Mampu berkomunikasi dengan baik dalam menangani perkara hukum
CPMK

CPMK1 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Pengertian Hukum Acara PTUN, Karakteristik, Asas-asas/Prinsip Hukum Acara
PTUN dan Kompetensi PTUN. (S1,P1,KU 1)

CPMK2
Mahasiswa mampu menjelaskan tata cara penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara mulai dari pendaftaran
gugatan, Dismissal Proses, jawab menjawab, pemeriksaan persiapan, persidangan terbuka dan upaya hukum atas putusan
serta pelaksanaan putusan PTUN. (S1,P1,KU 1)

CPMK3 Mahasiswa mampu membuat surat-surat yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa dalam persidangan Pengadilan
Tata Usaha Negara. (S1,P1,KU 1)

Sub-CPMK
CPMK1 Pengertian Hukum Acara PTUN, Karakteristik, Asas-asas.Prinsip dan Kompetensi PTUN. (CPMK1)
CPMK2 subjek dan Objek Sengketa Tata Usaha Negara. (CPMK2)
CPMK3 perkembangan Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (CPMK2)
CPMK4 alur penyelesaian sengketa TUN dan tenggang waktu pengajuan Gugatan (CPMK2)
CPMK5 unsur-unsur Surat Kuasa TUN, dan Unsur-Unsur Gugatan TUN. (CPMK2)



CPMK6 Kriteria penundaan pelaksanaan KTUN, Penetapan penundaan KTUN (CPMK2)
CPMK7 prosedur dan mekanisme pemeriksaan Administratif (CPMK2)
CPMK8 Pemeriksaan persiapan (CPMK2)
CPMK9 tahapan yang harus dilalui dalam pemeriksaan acara biasa. (CPMK2)
CPMK10 pemeriksaan acara singkat dan cepat (CPMK2)
CPMK11 luas pembuktian dan alat-alat bukti (CPMK2)
CPMK12 menjelaskan Putusan TUN (CPMK2)
CPMK13 menjelaskan Upaya Hukum TUN (CPMK2)
CPMK14 Pelaksanaan Putusan PTUN (CPMK2)
CPMK15 Studi Kasus obyek sengketa DI PTUN (CPMK3)

Deskripsi MK

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau. Matakuliah Hukum Acara PTUN
bertujuan untuk menambah keilmuan mahasiswa dalam aspek teoritis beracara di Pengadilan TUN. Mata kuliah ini membahas tentang:  Pengertian
Hukum Acara PTUN, Karakteristik hukum acara PTUN Asas-asas/prinsip hukum acara PTUN, Kompetensi PTUN,  Para pihak Penggugat Tergugat,
Perkembangan Hukum Acara PTUN, Gugatan, Kriteria penundaan pelaksanaan KTUN,  Penetapan penundaan KTUN, Pemeriksaan administratif,
Pemeriksaan persiapan, Pemeriksaan acara biasa, Pemeriksaan acara singkat dan cepat, Pembuktian, Putusan, Upaya Hukum, Pelaksanaan Putusan
PTUN.

Bahan Kajian:
Materi Pembelajaran

1. Pengertian Hukum Acara PTUN dan Sumber-Sumber Hukum Acara PTUN
2. Asas-asas/prinsip hukum acara PTUN
3. Perkembangan Hukum Acara PTUN
4. Alur Penyelesaian Sengketa TUN
5. SURAT KUASA DAN SURAT GUGATAN PTUN
6. Penundaan Pelaksanaan KTUN
7. Prosedur dan Mekanisme Pemeriksaan Administratif
8. Pemeriksaan Persiapan
9. tahapan-tahapan dalam Acara Biasa
10. Alur Pemeriksaan Acara Cepat dan Singkat
11. luas pembuktian dan alat-alat bukti
12. PUTUSAN PTUN
13. UPAYA HUKUM DAN BENTUK-BENTUK UPAYA HUKUM
14. Pelaksanaan Putusan PTUN
15. Studi kasus obyek sengketa di PTUN
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Mata Kuliah Syarat

Minggu ke-
Sub-CPMK (sbg

kemampuan akhir yg
diharapkan)

Penilaian
(indikator)

Penilaian
(kriteria dan

bentuk)

Bentuk & Metode
Pembelajaran,

Penugasan Mahasiswa
[Estimasi Waktu] Materi Pembelajaran

[Pustaka]
Bobot Penilaian

(%)

Luring Daring

1

CPMK1. Pengertian
Hukum Acara PTUN,
Karakteristik, Asas-
asas.Prinsip dan
Kompetensi PTUN.

Ketepatan menjelaskan
Pengertian Hukum
Acara PTUN

QUIS
Luring

Ceramah

Pengertian Hukum Acara PTUN
dan Sumber-Sumber Hukum
Acara PTUN;
[1,2,7,12,13,]

0

2

CPMK1. Pengertian
Hukum Acara PTUN,
Karakteristik, Asas-
asas.Prinsip dan
Kompetensi PTUN.

mahasiswa mampu
menjelaskan subjek dan
objek PTUN

penugasan
menyusun
ringkasan

luring

Ceramah

Pengertian Hukum Acara PTUN
dan Sumber-Sumber Hukum
Acara PTUN;
[1,2,3,7,]

0



3
CPMK3. perkembangan
Hukum acara Peradilan
Tata Usaha Negara

Tugas mencari contoh
kasus-kasus DI PTUN

menyusun
resume

luring

Ceramah
;
[1,2,3,7,12,] 10

4

CPMK4. alur
penyelesaian sengketa
TUN dan tenggang
waktu pengajuan
Gugatan

MENYUSUN
RINGKASAN MATERI
PERKULIAHAN

tugas
luring

Ceramah
;
[1,2,3,12,13,] 10

5
CPMK5. unsur-unsur
Surat Kuasa TUN, dan
Unsur-Unsur Gugatan
TUN.

Ketepatan dalam
membuat Surat Kuasa

Tugas membuat
Surat Kuasa

luring

Ceramah

SURAT KUASA DAN SURAT
GUGATAN PTUN;
[1,2,3,7,12,13,]

20

6
CPMK6. Kriteria
penundaan pelaksanaan
KTUN, Penetapan
penundaan KTUN

menyusun ringkasan
perkuliahan tugas 

luring

Ceramah
Penundaan Pelaksanaan KTUN;
[1,2,3,7,12,13,] 0

7
CPMK7. prosedur dan
mekanisme pemeriksaan
Administratif

mahasiswa mampu
menjelaskan prosedur
upaya Administratif

quis
luring

Ceramah

Prosedur dan Mekanisme
Pemeriksaan Administratif;
[1,2,3,7,12,13,]

0

8 UTS / Evaluasi Tengah Semester: melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya

9 CPMK8. Pemeriksaan
persiapan

mahasiswa mampu
menjelaskan maksud
Pemeriksaan Persiapan

quis
luring

Ceramah
Pemeriksaan Persiapan;
[1,2,3,7,11,12,13,] 0

10
CPMK9. tahapan yang
harus dilalui dalam
pemeriksaan acara biasa.

mahasiswa mampu
menjelaskan tahapan-
tahapan persidangan di
PTUN

QUIS
luring

Ceramah

tahapan-tahapan dalam Acara
Biasa;
[1,2,3,5,7,11,12,13,]

10

11 CPMK10. pemeriksaan
acara singkat dan cepat

mahasiswa mampu
menjelaskan acara
Singkat dan Acara Cepat

menyusun
ringkasan
perkuliahan

luring

Ceramah

Alur Pemeriksaan Acara Cepat
dan Singkat;
[1,2,3,5,7,10,12,13,]

0

12 CPMK12. menjelaskan
Putusan TUN

Mahasiswa mampu
menjelaskan Putusan
PTUN

Mencari contoh
putusan PTUN

Luring

Diskusi
Kelompok

PUTUSAN PTUN;
[1,2,3,11,12,13,] 20



Dokumen ini dihasilkan dari aplikasi e-OBE https://kurikulum.unri.ac.id/obe

13 CPMK13. menjelaskan
Upaya Hukum TUN

meringkas materi
perkuliahan tugas

luring

Ceramah

UPAYA HUKUM DAN BENTUK-
BENTUK UPAYA HUKUM;
[1,2,3,4,5,9,10,11,12,13,]

0

14 CPMK14. Pelaksanaan
Putusan PTUN

mahasiwa mampu
menemukan contoh case
pelaksanaan putusan
PTUN

Tugas 
luring

Diskusi
Kelompok

Pelaksanaan Putusan PTUN;
[1,2,3,4,5,11,12,13,] 20

15 CPMK15. Studi Kasus
obyek sengketa DI PTUN

ketepatan dalam
menemukan kasus di
PTUN

Studi Kasus
luring

Diskusi
Kelompok

Studi kasus obyek sengketa di
PTUN;
[1,2,3,4,5,6,7,11,12,13,]

10

16 UAS / Evaluasi Akhir Semester: melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa


